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BAB II
GAMBARAN UMUM TENTANG MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI)
A. Sejarah Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Kemajuan dalam bidang iptek dan tuntutan pembangunan yang telah
menyentuh seluruh aspek kehidupan , di samping membawa berbagai kemudahan
dan kebahagiaan, menimbulkan sejumlah perilaku dan persoalan-persoalan baru.
Cukup banyak persoalan yang beberapa waktu lalu tidak pernah dikenal, bahkan
tidak pernah terbayangkan, kini hal itu menjadi kenyataan.31
Kaum muslimin meyakini bahwa Islam merupakan agama yang mampu
mengatur kehidupan umat manusia secara sempurna dalam semua segi
kehidupan. Walaupun agama ini sudah melalui sejarah yang panjang, sejak mulai
diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad lebih 14 abad yang lalu, hal ini
tidaklah menjadikan Islam kaku dalam menghadapi sejarah yang di laluinya,
melainkan sebaliknya, mengakibatkan Islam semakin dewasa untuk beraplikasi
di tengah-tengah kehidupan umat manusia.32
Dalam kegiatan kenegaraan, khususnya sesudah kemerdekaan,
pemerintah melihat bahwa umat Islam sebagai kelompok mayoritas di negara ini,
31 Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa MUI Sejak 1975, (Jakarta: Erlangga, 2011), h.
3.
32 Helmi Karim, Konsep Ijtihad Majelis Ulama Indonesia Dalam Pengembangan Hukum
Islam, (Pekanbaru: SusqanPress, 1994),  cet.ke-1, h. 1.
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memiliki potensi yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah menilai bahwa suatu
program, apalagi yang berkaitan dengan agama, hanya bisa sukses disokong oleh
agama, atau sekurang-kurang ulama tidak menghalanginya. Ini berarti bahwa
kerja sama dengan ulama sangat perlu dijalin oleh pemerintah. Untuk maksud
tersebut, di zaman Soekarno telah didirikan Majelis Ulama yang kemudian
disusul  dengan lahirnya berbagai Majelis Ulama Daerah. Namun, wujud dari
Majelis Ulama yang ada di berbagai daerah itu belum mempunyai pegangan dan
cara kerja yang seragam, sampai akhirnya atas prakarsa pemerintah Orde Baru
diadakanlah suatu Musyawarah Nasional Ulama yang terdiri atas utusan wakil-
wakil ulama propinsi se-Indonesia di Jakarta dari tanggal 21 sampai 28 Juli 1975.
Musyawarah inilah yang berhasil secara bulat menyepakati berdirinya Majelis
Ulama Indonesia (MUI).33
Selama rentang waktu 40 tahun sejak lahirnay MUI pada tahun 1975,
MUI sebagai lembaga penghimpun para ulama merupakan penerus tugas-tugas
para Nabi (Warasatul Anbiya) dan concern terhadap kesejahteraan rohani umat,
tentunya telah banyak menghasilkan produk berwujud fatwa-fatwa yang
membahas berbagai dimensi kehidupan masyarakat. MUI telah menerbitkan
berbagai macam fatwa dalam masalah ibadah, hukum, sosial, politik, politik,
etika dan bahkan juga ekonomi.
33 Ibid., h. 9
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Fatwa-fatwa yang dihasilkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) itu
adakalanya menimbulkan kontroversi di tengah-tengah masyarakat, ada pula
yang memandangnya sebagai corong penguasa, dan ada pula masyarakat yang
menilainya sebagai tidak konsisten. Munculnya respon seperti itu dari
masyarakat sangat erat kaitannya dengan kurangnya pengetahuan masyarakat
terhadap konsep ijtihad Majelis Ulama Indonesia (MUI) serat ciri-ciri hukum
Islam yang dijadikan acuan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam
menghasilkan suatu fatwa. Oleh sebab itu, studi dalam bidang ini dirasa amat
perlu dilakukan.34
Sudut pandang sorotan akan peranan MUI sangat beragam mulai dari
aspek hukum, politik, sosial budaya, maupun soal ekonomi. Keberagaman cara
pandang dan sudut dan sudut pandang terhadap MUI semakin meneguhkan posisi
strategis MUI dalam kehidupan beragama , berbangsa dan bernegara. Respon
positif atas fatwa tersebut muncul dari masyarakat yang memiliki perhatian
terhadap dinamika keberagamaan di Indonesia.
MUI sebagai wadah silaturahmi ulama, zu’ama dan cendikiawan muslim
Indonesia untuk menyatukan gerak dan langkah umat Islam dalam mewujudkan
kesatuan dan persatuan umat dalam rangka menyukseskan pembangunan serta
ketahanan nasional Republik Indonesia.
34 Ibid., h. 11
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Kegairahan dan kerinduan akan perlunya Majelis Ulama ini mulai
menunjukan titik-titik kelahirannya melalui usaha mengintensifkan kegiatan, di
antaranya, di antaranya berupa daerah upaya menggairahkan kegiatan Majelis
Ulama yang sudah ada di berbagai daerah. Menteri Dalam Negeri
menginstruksikan supaya di daerah-daerah yang belum terbentuk Majelis Ulama
supaya membentuknya secepat mungkin. Pada bulan Mei 1975, di seluruh
Daerah tingkat I dan sebagian Daerah Tingkat II Majelis Ulama sudah terbentuk,
sedangkan di pusat dibentuk pula suatu Panitia Persiapan Musyawarah Nasional
yang diketuai oleh H. Kafrawi, MA yang bertujuan menyiapkan materi kegiatan
serta tema musyawarah.35
Untuk realisai selanjutnya, Menteri Agama membentuk suatu Panitia
Musyawarah Nasional Majelis Ulama seluruh Indonesia dengan surat keputusan
Nomor 28 tanggal 1 Juli 1975 yang diketuai oleh H. Soedirman, dengan team
Penasehat yang terdiri atas Prof. Dr. Hamka, KH. Syukri Ghazali, dan KH.
Abdullah Syafi’i. Dalam keputusan tersebut ditetapkan pula bahwa musyawarah
itu akan berlangsung pada tanggal 21 sampai 27 Juli 1975 di Convention Hall
Senayan Jakarta.36
Realisasi Musyawarah Nasional Majelis Ulama se-Indonesia, sesuai
dengan jadwal yang direncanakan, dibuka oleh Pesiden Soeharto pada hari Senin
35 Ibid., h. 80
36 Ibid., h. 81
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tanggal 21 Juli 1975 bertepatan dengan 13 Rajab 1395 H, di Istana Negara
Jakarta. Musyawarah Nasional ini dalam sejarah MUI dikenal dengan (Munas) I,
yang diikuti oleh 200 orang peserta.37 Pada tanggal 17 Rajab 1395 beretepatan
dengan tanggal 26 Juli 1975 disetujui dan ditandatangani Piagam berdirinya
Majelis Ulama oleh 53 orang ulama terkemuka serat disusun pula pengurusnya
untuk peiode 1975-1980 dengan Ketua Umumnya Prof. Dr. Hamka. Peristiwa ini
merupakan tonggak sejarah yang penting bagi umat Islam Indonesia.
B. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Adapun visi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah :
“Terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan
yang baik sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui
aktualisasi potensi ulama, zu’ama, aghniya dan cendikiawan muslim untuk
kejayaan Islam dan umat Islam (izzu al-Islam Wa al-Muslimin) guna
perwujudannya. Dengan demikian posisi Majelis Ulama Indonesia adalah
berfungsi sebagai Dewan Pertimbangan Syari’at Nasional, guna mewujudkan
Islam yang penuh rahmat (rahmat li al-‘alamin) di tengah kehidupan umat
manusia dan masyarakat Indonesia.38
Sementara misi yang diemban oleh Majelis Ulama Indonesia adalah :
“Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam sevara efektif, sehingga
37 Ibid., h. 84
38 Sekretariat MUI, Dokumentasi, tahun 2013.
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mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan
memupuk aqidah Islamiyah, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam
mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang khair al-
ummah.”
C. Tugas dan Fungsi Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Dilihat dari latar belakang sejarahnya, pendirian MUI merupakan hasil
dari proses panjang dari tarik menarik antara hubungan agama dan negara yang
direpresentasikan oleh kelompok ulama dan kelompok sekular nasionalis, juga
adanya kepentingan pemeritah kepada umat Islam.39 Salah satu tugasnya, MUI
diharapkan melaksankan tugasnya dalam pemberian fatwa-fatwa dan nasihat,
baik kepada Pemerintah maupun kepada kaum muslimin mengenai persoalan-
persoalan yang berkaitan dengan keagamaan khususnya dan semua masalah yang
dihadapi bangsa umumnya.40
Sehubungan dengan berbagai amanat baik dari kepala negara ataupun
sejumlah menteri serta pemikiran dan saran dari peserta musyawarah maka
Munas I MUI telah telah merumuskan dalam pasal 4 pedoman pokoknya yang
menyebutkan bahwa MUI berfungsi:41
39 Tim Penyusun, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Perspektif Hukum dan
Perundang-undangan, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagaamaan Badan Litbang dan Diklat
Kementerian Agama RI, 2012), h. 44
40 Ibid.
41 Helmi Karim, op.cit., h. 89
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1. Memberi fatwa dan nasehat mengenai masalah keagamaan dan
kemasyarakatan kepada pemerintah dan umat Islam umumnya sebagai
amal ma’ruf nahi munka, dalam usaha meningkatkan ketahanan nasional.
2. Memperkuat ukhuwah Islamiyah dan melaksanakan kerukunan antar
umat beragama dalam mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional.
3. Mewakili umat Islam dalam konsultasi antar umat beragama.
4. Penghubung ulama dan umara (pemerintah) serta jadi penerjemah timbal
balik antara pemerintah dan umat guna menyukseskan pembangunan
nasional.
5. Majelis Ulama tidak berpolitik dan tidak operasional.
Untuk mencapai tujuannya, Majelis Ulama Indonesia melaksanakan
usaha-usaha:42
1. Memberikan bimbingan dan tuntutan kepada umat Islam dalam
mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang diridhoi oleh
Allah Swt.
2. Memberikan nasehat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan
kemasyarakat kepada pemerintah dan masyarakat.
3. Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhuwah Islamiyah dan
kerukunan antar umat beragama dalam memantapkan kesatuan dan
persatuan bangsa.
4. Menjadi penghubung antara ulama dan umara (pemerintah) dan
penterjemah timbal balik antara pemerintah dan umat guna mensukseskan
pembangunan nasional.
5. Meningkatkan hubungan serta kerjasama antara berbagai organisasi,
lembaga Islam, dan cendikiawan muslim.
6. Mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat
beragama.
7. Usaha lainnya yang sesuai dengan tujuan organisasi.
Dari sinilah MUI mulai melangkah sedikit demi sedikit ke arah
perumusan kegiatan dan membuat program kerja, yang baru mulai terumuskan
pada Munas II tahun 1980.
42 Ibid.
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Hasil Munas II, terutama tentang program kerja, gunanya adalah untuk
mengarahkan, meningkatan, dan mengembangkan kegiatan. Di situ dirumuskan
bahwa program itu bertujuan untuk:43
1. Memantapkan, meningkatkan, dan mendayagunakan Majelis Ulama
Indonesia sebagai organisasi para ulama.
2. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran hidup beragama di kalangan
umat/masyarakat dalam tatanan masyarakat sosial religius dalam wadah
negara RI yang berfalsafah Pancasila.
3. Memantapkan dan meningkatkan kesadaran bernegara untuk menggalang
kesatuan dan persatuan bangsa.
4. Memantapkan dan meningkatkan peranan ulama dan partisipasi umat
Islam dalam menyukseskan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya
dan masyarakat seluruhnya, untuk mewujudkan stabilitas nasional menuju
masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 serta
diridhoi Allah SWT.
Ketika Munas III yang berlangsung dari tanggal 19 Juli 1985 di Jakarta,
MUI menghasilkan pula program kerja untuk periode 1985-1990, dengan
sasaran:44
1. Melakukan peningkatan serta pendalaman beragama dalam arti agar umat
Islam mampu meningkatkan pemahaman, penghayatan, dan pengalaman
ajaran Islam, sehingga terwujud suatu masyarakat yang benar-benar
takwa kepada Allah Swt.
2. Dalam mencapai sasaran tersebut, selayaknya para ulama, zu’ama,
cendekiawan muslim, dan umat Islam pada umumnya secara lebih sadar
meningkatkan peran sertanya dalam proses pembangunan nasional,
karena tujuan pembangunan seperti tercantum dalam Garis-garis Besar
Haluan Negara (1983) adalah serasi dengan kepentingan umat Islam.
3. Dalam rangka mempersiapkan hari depan yang lebih baik, menginsafi
banyaknya tantangan hidup sebagai akibat sampingan kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi, serta menyadari akan kemungkinan
43 Ibid., h. 93
44 Ibid., h. 95
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timbulnya faham-faham yang membawa pengaruh tidak menguntungkan
bagi umat Islam Indonesia, maka Majelis Ulama Indonesia memandang
perlu untuk menyiapkan generasi muda Islam dalam menyongsong hari
depan dengan iman dan amalnya melaksanakan pembangunan nasional
yang mempunyai dimensi keterikatan antara kesejahteraan duniawi dan
ukhrowi dalam menyongsong lepas landas pembangunan nasional.
4. Meningkatkan usaha-usaha bimbingan kepada umat Islam Indonesia
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, harkat, dan martabatnya
dengan memberantas kebodohan, keterbelakangan, dan perbuatan-
perbuatan maksiat yang dapat merusak tata kehidupan beragama dan
moral bangsa, seperti penyalahgunaan narkotika, minuman keras,
pornoisme, sadisme, dan perjudian dalam segala bentuknya
Adapun Program Kerja MUI periode 1990-1995 dihasilkan pada Munas
IV yang berlangsung dari tanggal 22-25 Agustus 1990 di Jakarta yang garis
besarnya terdiri atas pengantar, dasar pemikiran, program fungsional, program
institusional, rekomendasi dan penutup. Perumahan program kerja ini dimaksud
sebagai kerangka acuan pelaksanaan fungsi MUI pada periode 1990-1995 yang
didasarkan atas evaluasi dan kelanjutan program periode sebelumnya serta
pengembangan sesuai dengan kebutuhan dan peranan MUI pada masa kini dan
masa-masa mendatang.45
D. Struktur dan Kepengurusan Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Adapun Susunan Pengurus Paripurna dan Keanggotaan Komisi Majelis
Ulama Indonesia periode 2015-2020 adalah:
1. Dewan  Penasehat
Ketua : Prof. Dr. KH. Tolchah Hasan
Wakil Ketua : KH. Kafrawi Ridwan, MA
Wakil Ketua : Letjen TNI (Purn) Ir. H. Azwar Anas, DDR.
45 Ibid., h. 96
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Wakil Ketua : Dr.dr. H. Tarmizi Taher
Wakil Ketua : Drs. KH.A. Nazri Adlani
Wakil Ketua : H. Chairul Tanjung
Wakil Ketua : Hj. Aisyah Amini, SH, MH.
Wakil Ketua : Drs. H. Irsyad Djuwaili
Wakil Ketua : Ny. Hj. Mahfudzoh Ali Ubaid
Sekretaris : Drs. H. Abdul Rosyad Saleh
Sekretaris : Drs.H. Irfan, SH, MPd
Sekretaris (ex officio) : Drs.H.M. Ichwan Sam
Anggota : Drs. H. Suryadharma Ali, M.Si
: Ir. H. M. Hatta Rajasa Prof.
: Dr. H. Muhammad Nuh
: Prof. Dr. Salim Segaf Al-Jufri
: Dr. H.M. Maftuh Basyuni
: Prof. Dr.H. Quraisy Shihab
: Dr. KH. Hasyim Muzadi
: Prof. Dr. Said Aqil Siradj
: Prof. Dr. Asjmuni Abdurrahman
: Drs. H. Bachtiar Chamsah
: Dr.H. Sulastomo, MPH
: Prof. Dr.Hj. Chamamah Suratno
: Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa, M.Si
: Dra. Hj. Siti Nurjanah Djohantini, M.M
: Drs. H.A. Chalid Mawardi
: H. Ismael Hasan, SH
: Prof. Dr.H. Muardi Chatib
: Dra. Hj. Asmah Syahroni
: Prof. Dr. KH. Hasan Shohib
: KH. Syuhada Bahri, Lc.
: KH. Cholid Fadlullah, SH
: H. Yudo Paripurno, SH
: Hj. Aisyah Hamid Baidlowi
: KH. Ir. Salahudin Wahid
: KH. Bunyamin
: KH. Abdurrahman Nawi
: KH. Maktub Effendi
: KH. Mahrus Amin
: KH. Abdur Rasyid AS
: Prof. Dr. Amir Syarifuddin
: Drs. H.A. Mubarok
: Drs. H. Rusydi Hamka
: Dr. Hj. Suryani Thaher
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: Prof. Dr.Hj. Aisyah Girindra
: Prof. Dr. H. Azyumardi Azra
: H. Margiono
: Prof. Dr. H. Bachtiar Efendi
: Dr. H. Wahiduddin Addams, MA
: Prof. Dr. KH. Miftah Faridh
: KH. Abd. Shomad Buchori
: Drs. H. Djauhari Syamsuddin
: H. M. Trisno Adi Tantiono
: Geys Ammar, SH
: Dr. H. Deding Ishak, SH, MH.
: Prof. Dr. Hj. Nabilah Lubis
: Prof. Dr. KH. Muslim Nasution, MA
: Prof. Dr. H. Maman Abdurrahman
: Drs. H. Zaidan Djauhari
: Dr. Anwar Sanusi, SH, S.Pel, MM
: Prof. Dr. Husni Rahim
: Dr. dr. Rofiq Anwar
: KH.Nurhasan Zaidi
: Drs. H. Kurdi Musthofa, M.Si
: Prof. Dr. H. Hamka Haq, MA
: Drs. H. Marwan Saridjo
: Dra. Hj. Bariroh Uswatun Hasanah46.
2. Dewan Pimpinan Harian
Ketua Umum : Prof. Dr. H. M. Din Syamsuddin
Wakil Ketua Umum : KH. Dr. (HC) Ma’ruf Amin
Ketua-Ketua:
1. Kabid. Fatwa : KH Ma’ruf Amin
2. Kabid. Ukhuwah Islamiyah : H Umar Shihab
3. Kabid. Dakwah : H Amrullah Ahmad
4. Kabid. Pendidikan dan Kaderisasi : KH Abdullah Syukri Zarkasyi
5. Kabid. Pengkajian dan Penelitian : H Yunahar Ilyas
6. Kabid. Hukum dan Perundangan : H Basri Barmanda
7. Kabid. PPH : H Amidhan
8. Kabid. Pemberdayaan Ekonomian : H Anwar Abbas
9. Kabid. PPKPA : Hj Tutty Alawiyah




10. Kabid. Remaja dan Seni Budaya : Cholil Ridwan
11. Kabid. KUB : Slamet Effendy Yusuf
12. Kabid. Hubungan dan KI : KH Muhyidin Djunaedi
13. Kabid. Infokom : H Sinansari ecip
14. Kabid. Ling. Hidup dan SDA : KH Hafidz Usman
Sekretaris Jenderal : HM Ichwan Sam
Wakil Sekjen : H Zainut Tauhid Sa’adi
: Hj Welya Safitri
: H Natsir Zubaidi
: H Tengku Zulkarnaen
: Amirsyah Tambunan
: Noor Ahmad
: Hj Amani Lubis
Bendarhara Umum : Hj Juniwati
Bendahara : H Ahmad Djunaedi
: H Nadzratuzzaman Hosen
: H Chunaini Saleh
: Tabri Husein47.
E. Metode Istinbat Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI)
Menurut pedoman tata cara penetapan fatwa, setiap masalah yang di
bahas di Komisi Fatwa haruslah memperhatikan Al-Qur’an, Sunnah, ijma’ dan
qiyas. Di samping itu, Komisi Fatwa ini juga harus memperhatikan pendapat-
pendapat imam madzhab dan fukaha terdahulu dengan mengadakan penelitian
terhadap dalil-dalil dan wajah istidlalnya.48
Bila istilah sumber hukum itu dikaitkan dengan kenyataan yang
diinginkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI), maka pedoman tentang tata
cara penetapan fatwa menyebutnya dengan istilah “dasar-dasar fatwa”. Pedoman
47MUI, Pengurus Harian, diakses tanggal 27 Mei 2015
http://mui.or.id/mui/category/tentang-mui/pengurus-mui/periode-berjalan/pengurus-
harian.
48 Ibid, h. 114
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tersebut secara eksplisit menyebutkan bahwa dasar-dasar fatwa Majelis Ulama
Indonesia (MUI) adalah Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyas ini berarti bahwa
ada empat dasar utama yang harus dipegang dan dijadikan sebagai sumber pokok
dalam berijtihad atau sebagai sumber hukum dalam beristidlal. Istilah lain untuk
menyebutkan “sumber hukum” itu ialah “dalil hukum”.
Secara eksplisit dikatakan bahwa metode yang ditempuh oleh Komisi
Fatwa MUI bukan merupakan metode baru. Dalam membahas suatu masalah
untuk ditetapkan hukumnya, lembaga ini tidak memakai suatu kaidah baru yang
berbeda dengan kaidah-kaidah yang dibangun oleh mujtahid-mujtahid terdahulu.
Ketika melakukan pembahasan suatu persoalan, MUI amat memperhatikan
manhaj apa yang relevan untuk mereka pakai dalam suatu proses pembahasan
masalah yang sedang dihadapinya. Karena itulah, akan ditemui bahwa lembaga
ini adakalanya memakai istihsan, istislah, atau metode-metode istinbat lainnya.49
Adapun dalil-dalil yang disepakati oleh MUI sebagai sumber hukum
hanya empat, yaitu Al-Qur’an, Sunnah, ijma’, dan qiyas, yang oleh Abdul
Wahhab Khalaf keempatnya itu disebut sebagai ad-dalail al-syar’iyyah al-
ijmaiyah. Selain dari empat sumber yang disepakati itu, berarti termasuk ke
dalam sumber-sumber yang diperselisihkan di mana sebagian ulama dapat
menerimanya sebagai sumber hukum sedangkan sebagian yang lain
mengingkarinya sebagai sumber hukum. Termasuk ke dalam kategori yang
49 Ibid., h. 212
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terakhir ini adalah istihsan, mashlahah mursalah, istishhab, ‘urf, madzhab
sahabat, dan syar’man qablana.50
Terlepas dari perbedaan istilah yang dipakai oleh para ahli untuk
menempatkan sumber-sumber hukum di atas, maka yang akan dikaji dalam
uraian ini hanyalah terbatas pada bagaimana kenyataan MUI menempatkan dan
menerapkan sumber-sumber hukum di atas dalam bidang komisi fatwa untuk
melahirkan suatu produk hukum. Kajian ini pun hanya terbatas pula pada sumber
hukum yang pernah mereka pakai dalam melahirkan fatwa, serta tidak akan
menyebutkan sumber hukum yang belum pernah mereka terapkan dalam
melahirkan fatwa.51
1. Al-Qur’an
Al-Qur’an adalah kalam Allah yang diturukan oleh-Nya melalui
perantaraan malaikat Jibril kedalam hati Nabi Muhammad bin Abdullah
dengan Lafazh yang berbahasa Arab dengan makna-maknanya yang benar,
untuk menjadi hujjah bagi Rasul atas pengakuannya sebagai Rasullulah,
menjadi undang-undang bagi manusia yang mengikuti petunjuknya, dan
menjadi qurbah dimana mereka membacanya.52
50 Ibid., h. 117
51 Ibid.
52 Abdul Wahhab Khallab, Ilmu Ushul Fiqh, (tt, Darul Hadis, 203), h, 26.
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Ahli ushul fiqh sepakat mengatakan bahwa Al-Qur’an menduduki
sumber dan dalil pertama hukum syara’ yang berarti dalam menetapkan
hukum, pertama harus mencari jawabannya dalam Al-Qur’an, setelah tidak
menemukannya dalam Al-Qur’an baru mencarinya dari sumber dan dalil lain
dibawahnya.53
Sebagaimana yang pernah disinggung pada uraian terdahulu, bagi
MUI Al-Qur’an adalah dasar pertimbangan yang utama dalam berijtihad.
Dalam menghadapi suatu masalah yang perlu difatwakan, Komisi Fatwa MUI
berpedoman dan mengacu kepada keputusan Lembaga Riset al-Azhar Mesir,
yang bersidang pada bulan Maret 1964 yang menyebutkan bahwa Al-Qur’an
dan Sunnah merupakan dua sumber utama dalam menetapkan hukum. Dari
sini terungkap dengan jelas bahwa MUI menjadikan al-kitab sebagai hujjah
dan sumber hokum.54
2. Sunnah
As-Sunnah menurut istilah syara’ adalah: sesuatu yang datang dari
Rasullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan
(taqrir)55. Kedudukan sunnah sebagai sumber hukum Islam setidak-tidaknya
53 Amir Syarifuddin, Garis-Garis Besar Ushul Fiqh, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 42
54 Helmi Karim, op.cit., h. 125.
55 Abdul Wahhab Khallaf, op.cit., h. 40.
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dapat dilihat dari dua sisi, yaitu dari segi kewajiban umat Islam  mematuhi dan
meneladani Rasullah SAW, dan dari segi fungsi sunnah terhadap Al-Quran.56
Bagi MUI, sunnah Nabi merupakan suatu pedoman pokok dalam
menyelesaikan berbagai persoalan, sebagaimana Al-Qur’an. Sunnah adalah
salah satu “dasar-dasar fatwa”. MUI mengatakan bahwa “hadis Nabi
Muhammad SAW adalah salah satu sumber syari’at Islam yang wajib
dipegang oleh umat Islam. Karena itu, keterikatan MUI kepada sunnah
sebagaimana keterikatan kepada Al-Qur’an sangat kuat.57
3. Ijma’
Ijma’ menurut istilah para ahli ushul fiqh adalah kesepakatan seluruh
mujtahid di kalangan umat Islam pada suatu masa setelah Rasulullah SAW
wafat atas hukum syara’ mengenai suatu kejjadian.58 Dengan disepakatinya
ijma’ sebagai sumber hukum ketiga oleh jumhur ulama, berarti ia merupakan
salah satu sumber hukum yang kuat dalam system hukum Islam.59
Keabsahan ijma’ sebagai sumber hukum didasari pula oleh  keyakinan
umat Islam bahwa para mujtahid yang benar mustahil akan berbuat sewenang-
wenang dalam persoalan agama.
56 Abdul Rahman Dahlan, Ushul Fiqh, (Jakarta: Amzah, 2011), h. 138.
57 Helmi Karim, op.cit., h. 133.
58 Abdul Wahhab Khallaf, op.cit., h. 50.
59 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh (Sebuah Pengantar), (Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada, 2011), cet ke-4, h. 78.
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Dijadikan ijma’ sebagai salah satu sumber hukum oleh MUI dalam
berfatwa, secara tersurat dapat dilihat pada pasal 1 Pedoman tentang Tata Cara
Penetapan Fatwa. Sebagai bukti penggunaan ijma’ sebagai sumber hukum
oleh MUI dapat ditunjukkan bahwa dari fawa-fatwa yang diteliti ternyata ada
dua buah fatwa yang menempatkan ijma’ sebagai dasar pertimbangan dalam
menghasilkan fatwa, yakni fatwa tentang “Aliran yang menolak
Sunnah/Hadits” dan fatwa tentang “Iddah Wafat”.60
4. Qiyas
Qiyas menurut istilah ahli ilmu ushul fiqh adalah mempersamakan
suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash
hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan kedua itu
dalam illat hukumnya.61
Bagi MUI, qiyas adalah salah satu dasar pokok dalam berfatwa.
Dalam pasal 1 Pedoman tentang Tata Cara Penetapan Fatwa dinyatakan
bahwa dasar-dasar fatwa adalah al-Qur’an, Sunnah, Ijma’, dan Qiyas.
Pengambilan putusan fatwa MUI melalui ijtihadnya dilakukan diantaranya
“berpegang dengan dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur, yaitu al-Qur’an,
Sunnah, ijma’ dan Qiyas.62
5. Istihsan
60 Helmi Karim, op.cit., h. 142.
61 Abdul Wahhab Khallaf, op.cit., h. 59.
62 Helmi Karim, op.cit., h. 142.
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Istihsan menurut bahasa adalah menganggap sesuatu itu baik.
Sedangkan menurut istilah ulama ushul fiqh istihsan ialah berpalingnya
seorang mujtahid dari qiyas yang jali (nyata) kepada tuntunan qiyas yang
khafi (samar), atau dari hukum kulli (umum) kepada hukum istitsnaiy
(pengecualian) ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan
memenangkan perpalingan ini.63
Suatu hal penting yang perlu ditekankan di sini adalah bahwa MUI
dapat menerima istihsan sebagai salah satu dalil dalam ber-istinbat.
Kesimpulan ini diambil dari berbagai pernyataan MUI yang menyebutkan
bahwa dalam berijtihad untuk memecahkan berbagai persoalan ia menempuh
berbagai manhaj seperti yang lazim dipakai oleh aimmah al-mujtahidin tanpa
terus terkait kepada metode madzhab tertentu. Cara kerja MUI dalam
mengistinbatkan hukum itu merupakan upaya mencari dan menemukan
pendapat yang lebih membawa kepada kemaslahatan bagi umat.
Istihsan karena kemaslahatan juga merupakan salah satu istinbat
hukum yang dilakukan oleh MUI dalam menghasilkan fatwa. Hal ini terlihat
pada fatwa tentang “menghibahkan Kornea Mata” dan fatwa tentang
“Pemindahan Katub Jantung”. Menghibahkan kornea mata dan pemindahan
katub jantung yang dimaksud dalam fatwa MUI itu adalah mengambil kornea
63 Abdul Wahhab Khallaf, op.cit., h. 88.
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mata atau katub jantung dari orang yang telah meninggal untuk diberikan
kepada orang yang masih hidup.64
6. Istislah
Menurut istilah para ahli ilmu ushul fiqh ialah suatu kemaslahatan
dimana syari’ tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir
kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukan atas pengakuannya
atau pembatalanya.65
Bagi MUI, istishlah diterimanya sebagai salah satu metode ijtihad.
Kendatipun penerimaan itu tidak dinyatakan secara eksplisit, namun indikasi
ke arah itu dapat dilihat dalam pernyataan lembaga ini, seperti :
“MUI berpegang dengan dalil yang disepakati oleh jumhur yaitu al-
Qur’an, Sunnah/Hadits, Ijmak dan kias dan dalil-dalil lain yang
dipandang relevan. Kemaslahatan umum (khususnya dalam hal-hal
kemasyarakatan yang menyangkut kepentingan orang banyak) adalah
prioritas utama yang dijadikan pertimbangan keputusan fatwa MUI.66
Di dalam Pedoman tentang Tata Cara Penetapan Fatwa disebutkan
bahwa kemaslahatan adalah salah satu dasar pertimbangan dalam berfatwa.
Ketika mentarjih pendapat, MUI sangat mengutamakan pendapat dengan
mempertimbangkan mana di antaranya yang paling sesuai dengan
64 Helmi Karim, op.cit., h. 173.
65 Abdul Wahhab Khallaf, op.cit., h. 93.
66 Helmi Karim, op.cit., h. 181.
36
kemaslahatan. Walaupun suatu pendapat agak lemah argumennya, tetapi
mengandung kemaslahatan, maka kemaslahatan itu bisa didahulukan.
7. Istishab
Istishab menurut bahasa Arab ialah pengakuan adanya penghubungan.
Sedangkan menurut para ahli ilmu ushul fiqh ia adalah menetapkan hukum
atas sesuatu berdasarkan keadaan sebelumnya, sehingga ada dalil yang
menunujukan atas perubahan keadaan tersebut.67
Sepanjang penelitian yang dilakukan, tidak ditemui suatu pembahasan
yang khusus MUI tentang istishhab. Penerimaan lembaga ini terhadap
istishhab pun tidak pula dinyatakannya secara tegas, tetapi MUI hanya pernah
menyatakan bahwa dalam berfatwa mereka senantiasa memakai metode yang
lazim dipergunakan oleh imam-imam mujtahid. Berdasarkan pernyataan
tersebut, mustahil bila disimpulkan bahwa MUI tidak memakai istishhab.68
8. Dzari’ah
Bagi MUI, dzari’ah itu dipakainya sebagai istinbat dalam berfatwa,
walaupun dzari’ah diperselisihkan pemakaiannya oleh para ulama, nsmun hal
ini bukanlah alasan bagi lembaga ini untuk menolaknya. Menurut MUI, apa
pun istinbat yang dipakai ulama dan siapa pun ulama yang
67 Abdul Wahhab Khallaf, op.cit., h. 103.
68 Helmi Karim, loc.cit.
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mempergunakannya, hal ini bisa mereka pakai dalam berijtihad sepanjang ada
relevansinya dengan masalah yang dibahas serta sesuai dengan kebutuhan
guna mewujudkan hal-hal yang maslahat bagi umat.69
9. Dalil-dalil Lain.
Dalil-dalil lain yang dimaksud di sini ialah penggunaan dalil dalam
berijtihad selain yang sudah disebutkan di atas, yakni ‘urf, syar’u man
qablana dan madzhab sahabat. Pemakaian ‘urf dan syar’u man qablana dalam
beristinbat untuk menghasilkan fatwa oleh MUI tidak ditemui. Hal ini
bukanlah berarti bahwa lembaga ini tidak memakai dalil tersebut, tetapi belum
pernah mereka terapkan disebabkan belum adanya suatu kasus yang mereka
nilai layak diselesaikan dengan dalil-dalil ini. Ini berarti bahwa mungkin saja
pada suatu saat mereka akan mempergunakannya sepanjang ada kemungkinan
untuk beristidlal dengan ‘urf ataupun syar’u man qablana.
69 Helmi Karim, op.cit., h. 191.
